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Bahwa dalam sistem pertanggungjawaban pidana di 

dasarkan kepada schuld si pelaku tindak pidana. Dipidanannya 

seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan 

melawan hukum, memenuhi rumusan delik dan dapat di 

pertanggungjawabkan dengan dasar bahwa perbuatan itu subjective 

guilt. Pencemaran terhadap tanah, air dan udara pada hakekatnya 

sebagai implikasi dari pesatnya aktivitas industri dan penggunaan 

pestisida merupakan persoalan yang tidak dapat terhindarkan. 

Kehancuran hutan dan lahan yang berdampak pada kekeringan 

panjang serta mengakibatkan banjir merupakan masalah susulan 

lainnya. Sampai saat ini, berbagai masalah yang ditimbulkan dari 

aktivitas perusahaan berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA). Untuk itu, 

berbagai masalah lingkungan memerlukan penanganan yang cepat, 

terencana, terukur dan terarah sehingga dapat mengimbangi 

pesatnya kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang sering 

mengabaikan paradigma kelestarian fungsi lingkungan. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah melalui proses penegakan hukum 

untuk meminta penanggungj awaban atas kesalahan pelaku. 

Berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk menjaga 

kelestarian lingkungan dan meningkatkan manfaat Sumber Daya 

Alam mencakup tiga hal penting. Pertama, meningkatkan 

pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berkaitan 

pengrusakan lingkungan hidup dan melakukan penegakan hukum 

terhadap pencemar dan perusak lingkungan sebagai suatu 

LINGKUNGAN MEMERLUKAN 

PENANGANAN YANG CEPAT 
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Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk 

memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan 

hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan 

atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau 

pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum 

lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat 

preventif.1 

 Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif 

ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran 

lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi 

(hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat 

berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti 

kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi 

(paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin). 

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat 

preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau 

tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran 

lingkungan. Dewasa ini, instrumen hukum yang ditujukan untuk 

penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan. 

 
1  Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan 

Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

halaman. 10. 
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Peraturan di bidang pencegahan dan pengendalian 

pencemaran tanah sedikit tertinggal dibandingkan dengan 

pencemaran udara dan air. Pada saat ini, Indonesia baru memiliki 

satu peraturan tentang bidang ini, yaitu Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian 

Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Peraturan Pemerintah 

ini dirancang untuk mengendalikan kerusakan tanah akibat 

produksi biomassa, yang tidak terkendali dan dapat 

mengakibatkan kerusakan tanah, sehingga menurunkan mutu serta 

fungsi tanah yang pada akhimya dapat mengancam kelangsungan 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ruang lingkup 

Peraturan Pemerintah N0. 150 Tahun 2000 meliputi: 

1. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi 

biomassa, tidak termasuk biomassa dari kegiatan budi daya 

perikanan; 

2. Tata laksana pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah 

sertapemulihan kondisi tanah.3 

  

 
3 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Limbah Radioaktif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4202. 

PENCEMARAN DAN 

PERUSAKAN TANAH 
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Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang 

berkenaan dengan keaneka- ragaman hayati temyata ditempkan 

sejak pemerintahan Hindia Belanda. Perhatian Pemerintahan 

Belanda terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dimulai 

dengan diterbitkannya berbagai peraturan yang berkenaan dengan 

hal yang saat itu perlu diperhatikan. 

 

A. Perlindungan Hutan dan Lahan 

Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan 

alam yang mempunyai saling ketergantungan (interdependence) 

yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu biotic community dan 

piramida kehidupan secara absolut membutuhkan abiotic 

community, yakni lahan, sebagai habitatnya. 12  Adapun lahan 

sangat rentan terhadap bahaya erosi tanpa piramida kehidupan 

hutan. Selanjutnya hutan dan lahan merupakan habitat bagi 

piramida kehidupan lain seperti fauna dan Áora yang dalam 

banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi 

makanan maupun dari segi obat-obatan. Hubungan timbal balik 

antara biotic dan abiotic community tersebut, termasuk tingkah 

laku manusia, dikenal sebagai ekosistem dan ilmu yang 

mempelajari hubungan tersebut, yaitu ekologi. 

 
12  Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta,1991, Halaman. 1-6. 

PERLINDUNGAN 

KEANEKARAGAMAN 

HAYATI 
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Sebagai hukum fungsional (functioneel rechtsgebeid), Undang-

Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang PLH) 

menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu 

penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana.38 Di antara 

ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum 

administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum 

terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih 

ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan 

perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum 

administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran 

dan perusakan lingkungan.39 

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan 

hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tuj 

uan dari penegakannya hanya terfokus pada upaya pennintaan 

ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau pemsak lingkungan. 

Namun, upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya 

hukum yang meringankan tugas negara, aslinya negara tidak perlu 

mengeluarkan biaya penegakan hukum (law enforcement cost) 

 
38 Takdir Rahmadi, 2003, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, 

Airlangga University Press, Surabaya, Halaman. 131. 
39 6XNDQGD�+XVLQ�������µ�Peranan Hukum Pidana dalam Memerangi Kejahatan 

/LQJNXQJDQ�'L�,QGRQHVLDµ����+XNXP�GDQ�3HPEDQJXQDQ������Halaman 501. 

INSTRUMEN HUKUM 

ADMINISTRASI 
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Awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia terlihat 

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1973-1978 yang mulai 

mengakomodir perlunya perlindungan lingkungan dalam 

melaksanakan pembangunan. 78  Pada 1978, Indonesia untuk 

pertama kalinya secara khusus mengakomodir perlindungan 

lingkungan hidup dalam cabang eksekutif dengan didirikannya 

Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan 

Hidup. Emil Salim bertindak sebagai Menteri yang bertanggung 

MDZDE� DWDV� NHPHQWHULDQ� LQL� �VHODQMXWQ\D� GLVHEXW� ´0HQ-33/+µ���

Dalam tahun-tahun ini, Emil Salim melibatkan kelompok 

masyarakat sipil yang dikenal sebagai Kelompok 10 Pengembangan 

Lingkungan Hidup dalam KLH, di antaranya terdiri dari Erna 

Witoelar, George Junus, Nasihin Hasan, Bedjo Rahardjo, Dr. Meizar. 

Selain itu, di berbagai perguruan tinggi didirikan Pusat Studi 

Lingkungan (PSL), dari mana berbagai diskursus dan ide 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup muncul. Selain 

itu, keterlibatan Emil Salim dalam Bruntland Commission turut 

berkontribusi dalam pengembangan partisipasi dalam 

pengambilan keputusan lingkungan hidup.79 

Tahun 1982 merupakan tahun monumental bagi hukum 

lingkungan Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang 

 
78 Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang GBHN 1973-1978 
79 Iwan J. Azis, et.al., 2010, Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi 

Emil Salim, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Halaman. 164 
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Pembakaran hutan merupakan salah satu penyebab 

terjadinya Pencemaran yang dapat menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan alam, akibat dari pembakaran yang menimbulkan 

kebakaran hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di udara yang 

berakibat buruk pada lingungan alam, antara lain: 

 

A. Hujan Asam 

Istilah hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Angus 

Smith ketika ia menulis tentang polusi industri di Inggris. Hujan 

asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH (derajat 

keasaman) kurang dari 5,6. Pencemar udara seperti SO2 dan 

NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan 

menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara 

lain: 

1. Mempengaruhi kualitas air permukaan 

2. Merusak tanaman 

3. Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah 

sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air 

permukaan 

4. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan 

SO2 dan NOx (NO2 dan NO3) yang menguap ke udara 

akan bercampur dengan embun. Dengan bantuan cahaya 

matahari, senyawa tersebut akan diubah menjadi tetesan-tetesan 

asam yang kemudian turun ke bumi sebagai hujan asam. 

DAMPAK YANG TERJADI 

AKIBAT KEBAKARAN 
LINGKUNGAN 
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